PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang 
: 
a. 
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa di Malang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu meningkatkan kelembagaan Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa di Malang menjadi Balai Besar;

b. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang;

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan :
Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1357/M.PAN/5/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Penataan Organisasi Balai PMD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) 
Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) 
Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala. 

Pasal 2

Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang meliputi kader pembangunan, perangkat pemerintahan, anggota badan perwakilan, pengurus Iembaga masyarakat dan para warga masyarakat desa dan kelurahan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 3

Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan;

b. pelaksanaan pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)
Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang terdiri dari:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Pemberdayaan Aparatur;

c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Di Iingkungan Balai-Besar Pemberdayaan Masyarakat Desa di Malang terdapat unit

Pasal 5

Bagan susunan organisasi Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Pertama 

Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

b. pengelolaan urusan keuangan, urusan perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan; dan

c. pengelolaan surat menyurat dan urusan kepegawaian. 

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Subbagian Penyusunan Program;

b. Subbagian Umum dan Keuangan; dan

c. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian. 

Pasal 9

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi.

(2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan.

(3) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dan kepegawaian.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Aparatur

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa dan kelurahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

a. analisis kebutuhan pelatihan perangkat desa;

b. analisis kebutuhan pelatihan perangkat kelurahan;
c. pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan pemberdayaan aparatur;

d. pelaksanaan pelatihan pemberdayaan aparatur; dan

e. monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelatihan.

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Aparatur terdiri dari:

a. Seksi Perangkat Desa; dan

b. Seksi Perangkat Kelurahan.

Pasal 13

(1)
Seksi Perangkat Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan, serta penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelatihan perangkat desa.

(2) Seksi Perangkat Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan, serta penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelatihan perangkat kelurahan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan di bidang pemberdayaan Iembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai fungsi:

a. analisis kebutuhan pelatihan pemberdayaan Iembaga kemasyarakatan;

b. pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan pemberdayaan Iembaga kemasyarakatan;

c. pelaksanaan pelatihan pemberdayaan Iembaga kemasyarakatan di bidang kelembagaan dan sosial budaya;

d. pelaksanaan pelatihan pemberdayaan Iembaga kemasyarakatan di bidang usaha ekonomi masyarakat; dan

e. monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelatihan. 

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

a. Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya; dan

b. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 17

(1) Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan, penyiapan bahan pelatihan pemberdayaan lembaga .kemasyarakatan di bidang kelembagaan dan sosial budaya serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

(2) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan, penyiapan bahan pelatihan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di bidang pengembangan ekonomi masyarakat serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai .dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
WILAYAH KERJA

Pasal 20

Wilayah kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang terdiri dari:

a. Provinsi Jawa Timur;

b. Provinsi Bali;

c. Provinsi Nusa Tenggara Timur;

d. Provinsi Nusa Tenggara Barat;

e. Provinsi Maluku;

f. Provinsi Maluku Utara;

g. Provinsi Papua;

h. Provinsi Irian Jaya Barat;

i. Provinsi Sulawesi Utara;

j. Provinsi Sulawesi Tengah;

k. Provinsi Sulawesi Tenggara;

l. Provinsi Sulawesi Selatan;
m. Provinsi Sulawesi Barat; dan 
n. Provinsi Gorontalo.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 21

Kepala Balai Besar, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi dan Kelompok Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam Iingkungan Departemen Dalam Negeri dan membina hubungan kerjasama dengan wilayah kerja Balai Besar.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja di Iingkungan Balai Besar mempunyai kewajiban:

a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;

b. memberikan bimbingan dan arahan kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan

d. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

(1) Kepala Balai Besar adalah jabatan eselon Ilb.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon Illb. 

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVb. 

Pasal 24

(1) Kepala Balai Besar diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Kepala Balai Besar.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tabun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengatur mengenai Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa di Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta ,

pada tanggal 22 Juni 2006

MENTERI DALAM NEGERI,
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